BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 56TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan |
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan |
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, |
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan i
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia{
Nomor 2851);

2 U'ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesija Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lemb ‘
Indonesia Nomor 4421); aran Negara Republik
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J. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 202_3 Nomor 4},
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan '
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana |
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, ’_I‘ambahan '
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2§ Tahun ?008

tentang Rencana Tata Ruang Wllgyah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48) scbagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun _2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7:7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

9.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan ~ (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022
tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional,;

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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Menetapkan

g pembentukan dan Susunan
Kabupaten Purwakarta
bupaten Purwakarta Tahun

Tahun 2016 tentan
Perangkat  Daerah
(Lembaran Daerah Ka
2024 Nomor 1);

arta Nomor 66 Tahun
Pembangunan Daerah
karta Tahun 2024-2026
ten Purwakarta Tahun

36. Peraturan Bupati Purwak
2023 tentang Rencana
(RPD) Kabupaten Purwa
(Lembaran Daerah Kabupa
2023 Nomor 66);

37. Peraturan Bupati Purwakar :
2024 tentang pRencana Kerja Pemerintah Daergh
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Nomor 36);

ta Nomor 36 Tahun

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2025

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom;

. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta;

. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses

untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan

pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian

ls)umt:;:‘ daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
aerah;

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

RPI? adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
3 (tiga) tahun;
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8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun;

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil
kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian
target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3
Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
yaitu :
a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun
2024-2026;

b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan
daerah, yang berpedoman pada RPD dan RKPD;

c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi
perencanaan dan penganggaran pembangunan antar
sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan
pemerintahan;

d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja
perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator
program yang telah ditetapkan;

BAB Il
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun
2025 sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
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(2)

Perangkat

BAB I

BAB III

BAB IV

BABV

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulizan

HASIL  EVALUASI RIENJA PIANCGKAT

DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanani Renjn
Daerah Tahun Lalu  dan  Capiaian

Renstra Peranghkat Daerah

Pernnpghant

9.9 Analisis Kinerja Pelayannn Peranghnt

Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggnrann T
dan Fungsi Perangkal Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awanl RKPD
Usulan  Program  dan

Ugin

2.5 Penelaahan
Kegiatan Masyarakat
TUJUAN DAN  SASARAN

DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

PERANGKAT

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat
Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

PENUTUP

Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana

dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Rumah Sakit Bayu Asih;

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
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9. Dina '
Anaks;‘ Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

10.
11.

12. Dinas Lingkun

13. s
3 Dfnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinag Pemberda

) yaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Pengendaliap Pe
16.

Dinas Perhubungan;
17.

18.

gan Hidup;

nduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

11

19. Dinas P
Pinta; €nanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

20. Dinas Kepemudaan, Olahraga,

Parivw
Kebu dayaan; ariwisata dan

21. Dinas Arsip dan Perpustakaan;

22. Dinas Perikanan dan Peternakan;

23. Sekretariat Daerah;

24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

25.Badan Perencanaan Pemban
Daerah;

26. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

gunan, Riset dan Inovasij

27.Badan Pendapatan Daerah;

28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbe
Manusia;

29. Inspektorat;
30. Kecamatan Jatiluhur;

r Daya

31. Kecamatan Sukasari;
32. Kecamatan Maniis;

33, Kecamatan Tegalwaru;
34. Kecamatarn Plered; .
35, Kecamatan Sukatanti;
36. Kecamatan Darangdan;
37. Kecamatan Bojong;

38. Kecamatan Wanuyasa;-
39, Kecamatan Kiarapedes;

Kecamatan Pasawahan;

40. pondoksalam:

3 tan
41. Kecama |
42. Kecamatan Purwakarta;

173, Kecamatan pBabakan Cikao;
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44, Kecamatan Campaka;

45. Kecamatan Cibatu;

46. Kecamatan Bungursari;

47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 6
Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi
Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

memerintahkan

pada tanggal 30 juli 202

Ditetapkan di Purwakarta
'i\
Pj. BUPATI PURWAKARTA,

K/

i ® BENN|IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 30 juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORM GRAHA
BERITA DAE KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 5(,
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